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Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis-jenis alat bantu yang telah
diberikan dalam program pemberian alat bantu difabel hingga mengevaluasi
pelaksanaan program pada penyandang disabilitas oleh Dinsospenmas Kota
Samarinda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif
yang berfokus pada empat komponen dalam model evaluasi CIPP (Context,
Input, Process, Product) oleh Daniel Stufflebeam dan dinilai menggunakan
analisis ketercapaian evaluasi program, yaitu pengklasifikasian tiga kategori
penilaian (Tinggi, Moderat, Rendah) dari Issac dan Michael. Data diperoleh
dari data primer dan sekunder melalui teknik purposive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan
dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian dan evaluasi menunjukkan bahwa pada aspek
konteks, sebagian besar komponen evaluasi telah terpenuhi dengan beberapa
catatan bahwa masih kurang optimalnya pendataan dalam mengkategorikan
jumlah penyandang disabilitas bersadarkan jenisnya. Pada aspek masukan,
komponen evaluasi terpenuhi sebagian. Tidak adanya bentuk kerja sama
dengan pihak luar sementara hal tersebut merupakan suatu aspek yang cukup
besar menunjang kesuksesan suatu program. Begitu pula pada aspek proses
dan hasil, komponen evaluasi keduanya terpenuhi sebagian. Proses
monitoring yang hanya dilakukan satu kali, alat bantu yang tersedia dan yang
diberikan berukuran sama rata, hingga muncullah berbagai ketidaksesuaian
mulai dari segi ukuran, kenyamanan, maupun tingkat keparahan disabilitas
penerima alat bantu difabel.
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1. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas termasuk pada kategori Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebab keterbatasan yang mereka hadapi mengakibatkan
munculnya berbagai masalah sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam
menjalankan peran sosial dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Indraningrum, 2021).
Berbagai faktor penyebab ini diantaranya ialah stigma yang melekat pada
penyandang disabilitas, dimana mereka seringkali dianggap sebagai individu yang
tidak sempurna.

Menurut data berjalan yang dirilis oleh Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020,
terdapat sekitar 22,5 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia, yang setara dengan
sekitar 5% dari total populasi penduduk Indonesia. Sementara di Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penyandang disabilitas di tahun 2024 sebanyak
1587 jiwa. Namun, jumlah ini masih tergolong tinggi, mengingat jumlah penyandang
Disabilitas di Kota Samarinda menempati urutan kedua sesudah Kabupaten Kutai

Kartanegara (3563 jiwa).

Orang dengan disabilitas, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 1 tentang Penyandang
Disabilitas ialah individu yang alami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik yang berlangsung lama, maka seringkali menghadapi hambatan dalam
berinteraksi dengan lingkungan dan kesulitan guna berpartisipasi secara penuh dan
setara dengan warga negara lainnya. Undang-Undang ini merupakan salah satu
upaya pemerintah untuk mengatasi kondisi rentan, terbelakang, dan kemiskinan yang
dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia.

Sebagai bentuk perhatian dan pedoman dalam berbagai kebijakan untuk
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2018 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adapun Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda sendiri setiap tahunnya telah
mengalokasikan dana secara teratur untuk pelaksanaan program pemberian alat
bantu sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Samarinda, sebagai
salah satu bentuk implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kaltim No 1 Tahun 2018
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Program yang dilaksanakan sejak tahun 2021 ini telah menyalurkan berbagai
jenis alat bantu difabel. Alat bantu yang diberikan mencakup alat bantu untuk
penyandang disabilitas fisik dan disabilitas rungu, yaitu kursi roda, tongkat cakar, dan
alat bantu dengar (hearing aid). Di tahun 2024, tersedia total 45 alat bantu untuk
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penyandang disabilitas, yang terdiri dari 26 kursi roda, 12 alat bantu dengar (hearing
aid), 6 tongkat kaki tiga, dan 1 tongkat walker sebagai alat bantu jalan.

Program Pemberian alat bantu difabel ini rutin diadakan sekali setiap tahunnya
oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Samarinda dengan dua mekanisme, yaitu:
turun langsung/door to door ke rumah penyandang disabilitas melalui relawan
dibawah naungan Dinsospenmas, yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) melalui perantara kelurahan/kecamatan
setempat yang memiliki warga penyandang disabilitas; dan dapat mengajukan
langsung oleh perwakilan keluarga peyandang disabilitas ke kantor Dinsospenmas
Kota Samarinda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana
kebijakan pemberian alat bantu difabel oleh Dinsospenmas Kota Samarinda dapat

terimplementasikan dengan baik, melalui analisa teori/model evaluasi.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam
penelitian ini, peneliti mengumpulkan informan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yang mana informan dipilih dengan 3 pengklasifikasian,
diantaranya Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial Dinsospenmas Kota Samarinda
sebagai informan kunci; 2 pegawai Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsospenmas Kota
Samarinda, 1 relawan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan 1 relawan
Pegawai Sosial Masyarakat (PSM) sebagai informan utama; serta 6 penyandang
disabilitas/keluarga penyandang disabilitas yang menerima manfaat bantuan alat
bantu difabel oleh Dinsospenmas Kota Samarinda. Sehingga total keseluruhan
terdapat 11 informan peneltian.

Data-data yang diperoleh, peneliti bagi menjadi data primer dan data sekunder.
Data-data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi, baik saat di Kantor Dinsospenmas Kota Samarinda maupun di rumah
penyandang disabilitas penerima alat bantu difabel.Data yang sudah diperoleh dan
dirangkum, dianalisis memakai model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono
(2018) agar tersusun secara sistematis dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian,
yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Peneliti menyajikan kategori demi kategori tersebut berdasarkan model evaluasi
CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Daniel Stuffelebeam, yang mana terdapat 4
komponen evaluasi yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, hingga
evaluasi hasil. Masing-masing komponen penilaian tersebut kemudian akan dinilai

untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan dari masing-masing komponen.
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Metode penilaian menggunakan metode pengklasifikasian tiga kategori penilaian
berupa Tinggi, Moderat, dan Rendah oleh Issac dan Michael, yang pada akhirnya

didapatkan kesimpulan penilaian evaluasi program dalam bentuk persentase.

3. HASIL DAN DISKUSI
3.1 Data Penyandang Disabilitas Kota Samarinda

Data penyandang disabilitas yang dimiliki Dinsospenmas Kota Samarinda
merupakan data keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda
yang dihimpun dari hasil survei Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ditingkat kelurahan. Keduanya merupakan
kepanjangan tangan dan dibawah naungan langsung dari Dinsospenmas Kota
Samarinda. Tidak ada data secara spesifik/pengkategorian yang dimiliki terkait
jumlah penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yang dimiliki, seperti jumlah
penyandang disabilitas fisik, jumlah penyandang disabilitas mental, jumlah
penyandang disabilitas intelektual, ataupun jumlah penyandang disabilitas sensorik.

Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Kota Samarinda

Penyandang Tahun
Disabilitas Kota 2022 2023 2024
Samarinda 1711 jiwa 1828 jiwa 1587 jiwa

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2025

3.2 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pegawai Sosial

Masyarakat (PSM) sebagai Pilar Gugus Tugas Layanan Sosial

Dalam menjalankan program-program kesejahteraan sosial, dikenal empat pilar
sosial sebagai “penyambung tangan” atau mitra antara Dinsospenmas Kota
Samarinda dengan warga masyarakat. Ke-empat pilar tersebut diantaranya Karang
Taruna, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM). Ke-empat pilar sosial inilah yang berperan aktif sebagai penggerak
dan pengentas masalah kesejahteraan sosial dalam masyarakat (PMKS). Mereka
dibentuk dan dijalankan dibawah naungan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia (Permensos RI).

Terkait perencanaan hingga pelaksanaan program pemberan alat bantu difabel,
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda bekerjasama dengan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat kecamatan dan Pegawai
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Sosial Masyarakat (PSM) di tingkat kelurahan. Kedua pilar ini bertugas melakukan
survei bersama RT dan RW setempat untuk mencari dan memastikan adanya
penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan alat bantu difabel. TKSK tersebar
di 10 Kecamatan yang ada di Kota Samarinda, sementara PSM tersebar di 59
Kelurahan di Kota Samarinda, yang mana terdapat 5-8 relawan PSM di masing-
masing kelurahan. Berikut data jenis dan jumlah alat bantu difabel yang telah
disalurkan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Data Jumlah Jenis Alat Bantu Difabel yang disalurkan oleh Dinsospenmas

Kota Samarinda Tahun 2022-2024

No. Jenis Alat Bantu 2022 2023 2024
1 | Kursi roda 28 28 25
2 | Tongkat kaki tiga 2 5 6
3 | Tongkat walker - -

4 | Tongkat ketiak 2 -
5 | Alat bantu dengar (hearing aid) - 12
Jumlah/Total 32 45 44

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, 2025

3.3 Analisis Evaluasi Program melalui Model Evaluasi CIPP (Context, Input,

Process, Product)

Model evaluasi program CIPP merupakan salah satu model evaluasi yang
banyak diaplikasikan oleh para evaluator dalam mengevaluasi suatu program. Model
evaluasi CIPP pertama kali dikenalkan oleh Daniel Stufflebeam (1985:153) pada tahun
1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (the Elementary and Secondary
Education Art) (Suryadin, et. al, 2022). Model evaluasi ini memiliki empat komponen
dasar penilaian, yaitu: evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan,
evaluasi terhadap proses, dan evaluasi terhadap hasil.

A. Evaluasi Konteks

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et. al, 2022), evaluasi konteks bertujuan
untuk menilai status suatu objek secara menyeluruh. Konteks sendiri merujuk pada
objek atau lingkungan tempat sebuah program diterapkan. Pertanyaan mendasar
dalam evaluasi ini adalah “apa yang harus dilakukan?”. Dalam evaluasi konteks,
dilakukan penilaian terhadap: legalitas penyelenggaraan program; tujuan/latar
belakang dari program pemberian alat bantu difabel oleh Dinsospenmas Kota

Samarinda dalam kaitannya dengan kebutuhan dan masalah bagi penyandang
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disabiltas di Kota Samarinda; proses pendataan jumlah penyandang disabilitas; dan
proses pendataan calon penerima alat bantu difabel.

B. Evaluasi Masukan

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et al, 2022), fokus utama dalam evaluasi
masukan adalah menentukan strategi untuk mencapai tujuan program. Evaluasi ini
berperan dalam mengukur pengambilan keputusan, mengidentifikasi sumber daya
yang tersedia, memilih alternatif yang tepat, serta merancang prosedur kerja yang
efektif. Pertanyaan mendasar dalam evaluasi ini adalah “bagaimana mereka
melaksanakannya?”. Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi masukan meliputi:
apakah relawan TKSK dan PSM terpilih memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan
Permensos No. 28 Tahun 2018 tentang TKSK dan Permensos No. 10 Tahun 2019
tentang PSM; apakah relawan TKSK dan PSM memiliki deskripsi tugas yang jelas
terkhusus pada pelaksanaan program pemberian alat bantu difabel; apakah relawan
TKSK dan PSM mendapatkan bentuk pengembangan kapasitas oleh Dinsospenmas;
apakah program pemberian alat bantu difabel mendapat dukungan atau kerjasama
dari pihak luar; dan persepsi/pemahaman dari penerima alat bantu difabel terkait
prosedur pengajuan alat bantu difabel dan pentingnya alat bantu difabel dalam
menunjang aktivitas sehari-hari.

C. Evaluasi Proses

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et al, 2022), inti dari evaluasi proses
adalah menilai bagaimana suatu program yang telah direncanakan dilaksanakan.
Pertanyaan mendasar dalam evaluasi ini adalah, “apakah dikerjakan sesuai rencana?”
Beberapa aspek yang dinilai dalam evaluasi proses meliputi: apakah mekanisme
penyaluran alat bantu difabel dilakukan dengan baik dan terstruktur; apakah
mekanisme pencatatan data penyandang yang telah menerima alat bantu sudah
cukup jelas; seperti apa mekanisme standar pengukuran alat bantu difabel; dan seperti
apa mekanisme monitoring program.

D. Evaluasi Hasil

Menurut Stufflebeam (dalam Suryadin, et al, 2022), Evaluasi hasil berusaha
untuk menilai, menganalisis, menentukan pencapaian suatu program serta mengukur
kesesuaian/sejauh mana program tersebut telah memenuhi kebutuhan kelompok
sasaran yang dilayani. Pertanyaan mendasar dari evaluasi ini adalah “apakah
berhasil?”. Adapun kesesuaian yang dinilai dalam hal ini mencakup beberapa aspek,
yaitu: kesesuaian antara data calon penerima manfaat alat bantu difabel dengan hasil

pelaksanaan di lapangan; kesesuaian alat bantu yang diberikan dengan kondisi atau
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kebutuhan penerima; serta pencapaian tujuan yang diharapkan oleh Dinsospenmas
Kota Samarinda dalam program pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas.
3.4 Analisis Ketercapaian Evaluasi Program

Analisis ketercapaian evaluasi program juga dibutuhkan dalam proses
mengevaluasi suatu program agar dapat menggambarkan sebuah penilaian yang
lebih jelas terhadap evaluasi tersebut. Analisis ketercapaian evaluasi program
merupakan proses mencari dan menyusun banyaknya data dari hasil wawancara
yang diselaraskan dengan Model Evaluasi Program CIPP oleh Daniel Stufflebeam.
Hasil dari analisis tersebut nantinya berupa persentase ketercapaian di ke-empat
komponen Model Evaluasi Program CIPP, yang pada akhirnya dapat ditarik sebuah
kesimpulan.

Berdasarkan Isaac & Michael dalam Hadiwinarto (2020) mengungkapkan
bahwa, keputusan-keputusan yang diambil dijadkan sebagai indikator-indikator
penilaian kinerja (assesement performance) yang pada setiap tahapan evaluasinya dibagi

ke dalam tiga kategori diantaranya rendah, moderat, dan tinggi.

Tabel 3. Klasifikasi Aktualisasi Objek Ketercapaian Evaluasi Program

Aktualisasi Keterangan Kode Nilai
Objek

Rendah Kriteria  keberhasilan  tidak | RN | 0% - 33,33%
terpenuhi sama sekali

Moderat Kriteria keberhasilan terpenuhi | MO | 33,34% - 66,57%
Sebagian

Tinggi Kriteria keberhasilan terpenuhi | TG | 66,68% - 100%
semua

Sumber: Hadiwinarto, 2020
Adapun perhitungan yang dilakukan penulis untuk menganalisis ketercapaian

program pemberian alat bantu difabel dihitung berdasarkan:

Nilai perolehan

Nilai sempurna x 100%
Keterangan:
RN : Rendah (skor 1)
MO : Moderat (skor 2)
TG : Tinggi (skor 3)

Nilai Perolehan : Diperoleh berdasarkan jumlah nilai pencapaian aktualisasi setiap

1 komponen evaluasi
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Nilai Sempurna : Diperoleh berdasarkan jumlah kesuluruhan komponen evaluasi

dengan skor tinggi

3.5 Hasil Analisis Ketercapaian Evaluasi Program

3.5.1 Evaluasi Konteks

Pada Evaluasi Konteks, hasil ketercapaian evaluasi program berada pada tingkat
tinggi, sebesar 75%. Pada evaluasi ini, sebagian besar aspek penilaian sudah cukup
terpenuhi. Program pemberian alat bantu difabel memiliki legalitas hukum yang
mengatur serta memiliki latar belakang dan tujuan yang jelas. Namun yang menjadi
catatan adalah, Dinsospenmas Kota Samarinda masih belum optimal dalam mendata
penyandang disabilitas. Tidak ada data secara spesifik/pengkategorian yang dimiliki
oleh Dinsospenmas Kota Samarinda terkait jumlah penyandang disabilitas di Kota
Samarinda dengan jenis disabilitas yang dialami. Dalam penyalurannya pula, relawan
TKSK dan PSM hanya terfokus pada alat bantu yang tersedia, yaitu kursi roda, tongkat
kaki tiga, tongkat walker, tongkat ketiak, dan alat bantu dengar (hearing aid).

3.5.2. Evaluasi Masukan

Pada Evaluasi Masukan, hasil ketercapaian evaluasi program berada pada
tingkat moderat, sebesar 66%. Pada evaluasi ini, beberapa aspek telah terpenuhi
sebagian. Sebagian dari relawan TKSK dan PSM telah memenuhi syarat kualifkasi
sebagai calon relawan TKSK dan PSM, namun terdapat catatan bahwasanya masih
ada dari relawan TKSK yang belum dapat menggunakan komputer dengan baik, yang
mana hal ini merupakan salah satu persyaratan kualifikasi yang juga tertera dalam
Permensos RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK. Relawan TKSK ditempatkan
sebanyak 1 relawan di setiap 10 kecamatan, sementara relawan PSM tersebar di 59
kelurahan dengan 5-8 relawan per kelurahan.

Deskripsi tugas yang diberikan oleh Dinsospenmas kepada relawan TKSK dan
PSM terkhusus pada program pemberian alat bantu juga telah cukup jelas. Tak hanya
itu, kedua relawan juga telah mendapatkan bentuk pengembangan kapasitas oleh
Dinsospenmas setiap tahunnya, seperti pelatihan dasar dan bimbingan teknis. Namun
yang menjadi catatan, ditemukan informasi bahwasanya Dinsospenmas Kota
Samarinda bersama relawan TKSK dan PSM belum pernah menjalin kerja sama atau
kolaborasi dengan lembaga maupun pihak eksternal dalam pelaksanaan program ini,
yang hingga sekarang masih sepenuhnya berada di bawah pengelolaan
Dinsospenmas Kota Samarinda.

Dari persepsi dan pemahaman penerima manfaat alat bantu difabel, didapatkan
informasi bahwa sebagian besar dari mereka telah memahami dengan jelas prosedur

pengajuan serta pentingnya alat bantu tersebut dalam mendukung aktivitas sehari-
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hari. Namun, peneliti menemukan bahwasanya beberapa alat bantu tidak sepenuhnya
sesuai dengan kebutuhan penerima, sehingga penggunaannya kurang optimal dan
kurang menunjang aktivitas sehari-hari mereka.

3.5.3. Evaluasi Proses

Pada evaluasi proses, capaian program berada pada tingkat moderat, yaitu 58%.
Beberapa aspek program sudah terlaksana sebagian. Penyaluran alat bantu difabel
serta pendataan penerima manfaat alat bantu difabel telah dilakukan dengan cukup
baik, dimana proses penyaluran dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, laporan
dari relawan TKSK di tingkat kecamatan dan PSM di tingkat kelurahan yang
mengidentifikasi adanya penyandang disabilitas di wilayah mereka. Kedua,
penyandang disabilitas atau keluarganya dapat melapor langsung ke Kantor
Dinsospenmas Kota Samarinda. Kedua mekanisme ini disertai bukti berupa surat
keterangan dari Ketua RT atau Lurah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP), dan dokumentasi calon penerima manfaat. Setelah menerima laporan,
Dinsospenmas mencatat data calon penerima dan alat bantu yang diajukan berupa
nama, tempat tanggal lahir, NIK, jenis disabilitas, jenis bantuan yang diberilan, nama
relawan TKSK/PSM pengusul, serta dokumentasi. Hanya saja, ditemukan bahwa
masih ada beberapa data penerima yang tidak disertai dokumentasi.

Yang kemudian menjadi catatan adalah, Dinsospenmas Kota Samarinda tidak
melakukan pengukuran alat bantu difabel yang menyesuaikan kondisi disabilitas
penerima. Alat bantu difabel yang tersedia dan yang diberikan berukuran sama rata.
Kendala utama dalam hal ini adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Namun
demikian, tetap terjadi peningkatan terhadap jenis alat bantu yang disediakan dari
tahun ke tahun.Tak hanya itu, proses monitoring yang dilakukan oleh Dinsospenmas
Kota Samarinda hanya dilakukan satu kali setelah kurang lebih dua bulan
disalurkannya alat bantu difabel kepada penerima. Tidak ada monitoring yang
dilakukan secara berkala dalam program ini.

3.5.4. Evaluasi Hasil

Pada Evaluasi Hasil, hasil ketercapaian evaluasi program berada pada tingkat
moderat, sebesar 66%. Pada evaluasi ini, beberapa aspek telah terpenuhi sebagian.
Dinsospenmas Kota Samarinda telah menjalankan program pemberian alat bantu
difabel dengan baik, namun belum cukup optimal. Ketidaksesuaian baik dari segi
ukuran, kenyamanan, maupun tingkat keparahan disabilitas penerima menunjukkan
bahwa tujuan program dalam mendukung kemandirian dan mobilitas bagi

penyandang disabilitas di Kota Samarinda belum sepenuhnya tercapai.
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4. KESIMPULAN

Pada aspek konteks, sebagian besar komponen evaluasi telah terpenuhi dengan
beberapa catatan bahwa masih kurang optimalnya pendataan dalam
mengkategorikan jumlah penyandang disabilitas bersadarkan jenisnya. Pada aspek
masukan, komponen evaluasi terpenuhi sebagian. Tidak adanya bentuk kerja sama
dengan pihak luar sementara hal tersebut merupakan suatu aspek yang cukup besar
untuk menunjangkesuksesan suatu program.

Begitu pula pada aspek proses dan hasil, komponen evaluasi keduanya
terpenuhi sebagian. Proses monitoring yang hanya dilakukan satu kali, alat bantu
yang tersedia dan yang diberikan berukuran sama rata, hingga muncullah berbagai
ketidaksesuaian mulai dari segi ukuran, kenyamanan, maupun tingkat keparahan
disabilitas penerima alat bantu difabel. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh
Dinsospenmas Kota Samarinda yaitu mendukung kemandirian dan mobilitas
penyandang disabilitas belum sepenuhnya tercapai.

Maka dengan hasil analisa evaluasi ini, Dinsospenmas Kota Samarinda kiranya
dapat mendata jumlah penyandang disabilitas setiap tahun berdasarkan jenisnya,
agar data yang dihimpun lebih terstruktur dan memudahkan pelaksanaan program
pemberdayaan penyandang disabilitas oleh pegawai, termasuk relawan TKSK dan
PSM. Selain itu, diharapkan alokasi anggaran dana program ini dapat ditingkatkan
tiap tahunnya.

Dinsospenmas Kota Samarinda kiranya juga dapat melakukan kerja sama
dengan pihak luar, baik dengan perusahaan maupun LSM. Utamanya pada lembaga
yang juga berkecimpung dalam upaya memberdayakan penyandang disabilitas.
Kedepannya, Dinsospenmas Kota Samarinda kiranya menyediakan alat bantu difabel
berdasarkan standar pengukuran yang telah dilakukan yang mempertimbangkan
proporsi tubuh, kenyamanan, dan tingkat keparahan, bukan lagi bersifat merata.

Monitoring rutin juga penting untuk memastikan alat bantu benar-benar
bermanfaat dan mendukung aktivitas penerima setiap tahunnya. Relawan TKSK dan
PSM dalam meng-survei kiranya dapat lebih memperhatikan Kkesesuaian,
kenyamanan, dan tingkat keparahan disabilitas calon penerima sebelum penyaluran,
demi mengoptimalkan daya guna alat bantu. Kiranya juga dapat membuka ruang bagi
penerima alat bantu untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran terkait alat

bantu yang telah mereka terima.
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